KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 700/ 104 TAHUN 2019
TENTANG 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BUPATI KARANGANYAR,

	Menimbang 
	: 
	a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;


	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Karanganyar  Nomor 18 Tahun 2010 tentang  Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010  Nomor 18);


	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	:
	

	KESATU 
	:
	Membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. 


	KEDUA 
	:
	Tim sebagaimana dimaksud  Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagaimana dalam Lampiran  Keputusan ini.


	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.


	KEEMPAT
	:
	Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan               Belanja Daerah.


	KELIMA
	:
	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dari dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.


	KEENAM
	:
	Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bupati Nomor 700/256 Tahun 2013 tentang  Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah beserta seluruh perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


	KETUJUH
	:
	Keputusan ini mulai berlaku  pada tanggal ditetapkan.

	
Ditetapkan di Karanganyar

                                          
pada tanggal 2 Januari 2019
  BUPATI KARANGANYAR,

                         JULIYATMONO



	Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Kepala BAPERLITBANG;
3. Kepala BKD;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Tim yang bersangkutan.
	Telah dikoordinasikan

Pejabat

Paraf

1. Asisten Pemerintahan

2. Inspektur




	
	LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 
                 TAHUN 2019

	
	TENTANG
 
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.


A. PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.
	NO
	NAMA
	JABATAN DALAM DINAS
	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS 

	1.
	Dr. H. JULIYATMONO, M.M.
	Bupati Karanganyar
	PENGARAH

	2
	ROBER CRISTANTO,SE
	Wakil Bupati
	WAKIL PENGARAH

	3.
	Drs. SUTARNO, M.Si.
	Pj. Sekretaris Daerah
	PENASEHAT

	4.
	Drs. SUCAHYO, M.M.
	Inspektur
	WAKIL PENASEHAT

	5.
	Drs. BACHTIYAR SYARIF
	Asisten Pemerintahan
	KETUA 

	6.
	Drs. SISWANTO, M.M.
	Kepala BKP SDM
	WAKIL KETUA I

	7.
	SITI ISWARI H,SE,MM
	Sekretaris Inspektorat
	WAKIL KETUA II

	8.
	ZULFIKAR HADDID ,S.H.
	Kepala Bagian Hukum Setda
	SEKRETARIS 

	9.
	AGUNG WAHYU U, S.S.T.P. 

	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Hukum Dan Aparatur
	ANGGOTA

	10.
	SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H.,M.M
	Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah
	ANGGOTA

	11.
	Ir. SUHUD,M.M
	P2UPD Madya
	ANGGOTA

	12.
	Drs. SURIPTO, M.Si.


	Inspektur Pembantu Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Bagian
	ANGGOTA

	13.
	Drs. SUMARNO,MSi
	Kepala BKD Kabupaten Karanganyar
	ANGGOTA

	14.
	DWI AMPERAWATI,SIP.MS.i
	Kabag. Orpeg Setda 
	ANGGOTA

	15.
	RETNO RINAWATI,SH,M.M
	Auditor Madya
	ANGGOTA

	16.
	HARTUTI,SE
	P2UPD Madya
	ANGGOTA

	17.
	SUPRAYITNO,ST
	Auditor Pertama
	ANGGOTA

	18.
	AHMAD CHOIRUDIN,SH
	P2UPD Muda
	ANGGOTA

	19.
	CICUK DWI HANDOKO,SE
	Auditor Pertama
	ANGGOTA

	20.
	MULYATI,SE,MAcc
	Auditor Madya
	ANGGOTA

	21.
	MUHAMAT YUSUF,SE,MSi
	Auditor Pertama
	ANGGOTA

	22.
	AGUNG BUDIYARTO,SH
	Auditor Pertama
	ANGGOTA

	23.
	INNAHA RAHMAWATI,SE,MSi
	Auditor Pertama
	ANGGOTA

	24.
	PRIYANTO HARTO N,SE
	Calon Auditor
	ANGGOTA

	25.
	TRI NUGROHO P,SH
	Auditor Pertama
	ANGGOTA

	26.
	Dra. SUNARMI,MM
	Kasubag. Perencanaan
	ANGGOTA

	27.
	AGUS HARMANTO,SE
	Auditor 
	ANGGOTA

	28.
	RIYASI,SSos,MM
	Kabag. Umum dan Kepegawaian
	STAF TEKNIS

	29.
	SRI DANARTO L,ST,MM
	Kabag. Evalap
	STAF TEKNIS

	30.
	ENDANG SRI SUHARTI,SE
	Auditor
	STAF TEKNIS

	31.
	ARTTIKA RAHMASARI,SE
	Pelaksana Pada 

Subbag Administrasi Dan Umum
	STAF TEKNIS

	32.
	TRI WULAN AJI,SSos,MM
	Audiwan Madya
	STAF TEKNIS

	33.
	JAKA MARYANTO,SH
	Pelaksana Pada 

Subbag Evalap
	STAF ADMINISTRASI

	34.
	FAJAR AMIEN,ST
	Pelaksana Pada 

Irban II
	STAF ADMINISTRASI

	35.
	SHINTA KUSUMA DEWI,SH
	Pelaksana Pada 

Subbag Administrasi Dan Umum
	STAF ADMINISTRASI

	36.
	DANANG IFTIAN,AMd
	Pelaksana Pada 

Subbag Administrasi Dan Umum
	STAF ADMINISTRASI

	37.
	MUHAMMAD RIZZA MIZANI, S.H.
	Calon auditor
	STAF ADMINISTRASI


B. TUGAS POKOK SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
A. PENGARAH/ PENASEHAT/WAKIL PENASEHAT 

1. merumuskan kebijakan umum pelaksanaan pengembangan dan evaluasi  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kabupaten Karanganyar;

2. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengembangan dan evaluasi  Sistem Pegendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kabupaten Karanganyar.

B. KETUA

1. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

2. memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

3. merumuskan program/kegiatan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

C. SEKRETARIS
1. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan administrasi satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

2. mengatur dan mengendalikan kegiatan administrasi Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

3. menyusun laporan kegiatan Tim Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

D. ANGGOTA

1. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Ketua Satuan Tugas sesuai tugas pokok bidang masing-masing untuk memperlancar operasional Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

2. memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh OPD;

3. menyusun aturan perilaku;

4. melaksanakan kajian implementasi Sistem Pengendalian Intern OPD;

5. melakukan evaluasi tujuan dan sasaran program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Daerah maupun OPD;

6. melakukan evaluasi Indikator Kinerja beserta targetnya pada OPD;

7. mengembangkan Managemen Berbasis Resiko;

8. merumuskan mekanisme, SOP dan Sisdur lainnya termasuk Sisdur Pengelolaan BMD dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. merumuskan kebijakan SDM;

10. membangun Standar Kompetensi;

11. membantu Pimpinan (menyediakan bahan bagi pimpinan) melakukan kegiatan pengendalian secara makro;

12. melakukan reviu kinerja terhadap OPD;

13. melakukan Sistem Informasi Kinerja Tingkat Pemerintah Kabupaten;

14. memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Satgas SPIP OPD;

15. mendorong penegakan tindakan disiplin yang tepat;

16. mendorong dan melakukan monitoring penerapan kebijakan yang telah dikembangkan Satuan Tugas SPIP;

17. melakukan pemetaan/ monitoring implementasi SPIP di OPD;

18. mendorong dibangunnya sistem kinerja pada OPD;

19. menertibkan dan menyelesaikan Barang Milik Daerah  di OPD;

20. memantau verifikasi anggaran;

21. dan melaksanakan kegiatan lain sesuai keperluan.

E. STAF TEKNIS

1. Melakukan koordinasi dengan tim Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah; 

2. Membangun Infrastruktur  sebagai perangkat dari sistem pengendalian  yang  diperlukan untuk membangun penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah;

F. STAF ADMINISTRASI 

1. Mengadministrasikan segala perangkat yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah;

2. Mendokumentasikan semua perangkat yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
	
	BUPATI  KARANGANYAR,

JULIYATMONO

m
Pejabat

Paraf

1. Asisten Pemerintahan

2. Inspektur




